ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta autentik, dimana akta tersebut dapat berupa surat yaitu salah
satunya adalah surat keterangan waris yang digunakan sebagai alat bukti
yang sah bagi masyarakat. Surat keterangan waris yang dibuat oleh
notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan
kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat
menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang
atau suatu kewajiban.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui
kekuatan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dan
untuk mengetahui akibat hukum Notaris tidak memasukkan seluruh ahli
waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris.

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat normatif yaitu
dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,
seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan dengan
memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Adapun
data yang diperlukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan literatur-literatur yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan
bahwa kekuatan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat dihadapan
pejabat yang berwenang yaitu Notaris dan akibat hukum notaris tidak
memasukkan seluruh ahli waris dapat dikenakan sanksi yang terdapat
dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris.
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